
BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS
Nomor : 25 Tahun 2011

TENTANC

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MAROS

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 avat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yan!
telah diubah dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010
tcntang Pedoman Pcnyusunan Anggaran Pcndapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Maros tentang Tata Cara Pemberian dan
Pcrtanggungjawaban Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
Daerah Kabupaten Maros;
bahwa berdasarkan pc'rtimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, maka perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan
Sosial Kcpada Masyarakat Daerah Kabupaten Maros.

Undang-undalg Nomor 29 Tahun 1959 tcntang pembentukan
Daerah Tk II cti Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia N()m()r ltt22);
Undang-unclang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Ncpotismc (Lembaran Negara Republik tndoncsia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ncgara Rc,publik
Indonesia Nomor 3t151);

Undang-undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 4Z Tambalran Lembaran Negara Republik Inclonesia
Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaaan Nr'gara, (Lembaran Negara RepubliI
Inclonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nesara
Rcpublik lndoncsi,r Nomtrr 4355);
Unclang-unclang Nonror 10 Tahun 2004 tcntang pembentukan
Pcraturan Pcrunclang-undangan (Lembaran Negera Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara
Rc'publik Indorresia Nomor 4389);

b.

Mengingat : 1.

3.

4.

5.



6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 20(X tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

tembaran Negara Repbulik lndonesia Nomol1400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Ol

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ,1437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentan8

perubahan kedua atas undang - undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia 4844);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Irmbaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomol1438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RePublik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 14O Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);
.10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RePublik lndonesia Tahun
2007 Nomor 8Z Tambahan l,embaran Negara RePublik

Indonesia Nomor 4734;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran

Daerah Tahun 2007 Nomor 01);
14. Pelaturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah

Tahun 2008 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2010

tentang Anggaran PendaPatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Maros Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010

Nomor 16);



MEMUTUSKAN

Menetapkan I PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
SOSIAL KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN MAROS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

l. Daerah adalah Kabupatcn Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maros;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah selanjutnya disingkat APBD adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan
daerah;

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adaah
kcpala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

6. Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut Bantuan adalah Pemberian dalam
bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat daerah yang dilakukan
secara selektif/tidak mengikat dan jumlah dibatasi sesuai kemampuan keuangan
daerah.

7. Organisasi Kcmasyarakatan clan scjcnisnya.

Bagian Kedua

Tuiuan dan Sasaran Pemberian Bantuan

Pasal 2

(1) Bantuan diberikan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan
ekonomi masyarakat.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) meliputi bantuan I

a. Sosial
b. Ekonomi Masyarakat



d. Organisasi Kemasyarakatan dan seienisnya.

(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliPuti bantuan :

a. Pedidikan;
b. Kesehatan;
c. Keagamaan;
d. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau orang yang memPunyar

pengabdian kepada pemerintah daerah;
(4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi bantuan :

a. Kelompok Masyarakat Kurang MamPu
b. Kelompok Masyarakat Ekonomi Lemah.

(5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliPuti bantuan kepada

Partai Politik, sesuai dengan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Partai Politik Pasal34 Ayat (3).

(6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliPuti bantuan kePada

Organisasi Kemasyarakatan dan seienisnya

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 3

Selain Bupati, Pejabat yang diberi kewenangan dalam persetujuan Pemberian
bantuan sosial adalah Wakil BuPati, Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas Pengelola

Keuangan Daerah KabuPaten Maros.

BAB II

SYARAT - SYARAT PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Pertama

Syarat - Syarat Umum

Pasal 4

Untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diperlukan

syarat-syarat umum sebagai berikut :

a. Peniuduk daerah yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk

(KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
b. KTP dan KK Aslinya disertakan untuk Pengecekan keaslian foto copy KTP dan

KK oleh PPKD.
c. Mengajukan permohonan tertulis yang memuat sasaran penggunaan bantuan

yang diperlukan.



Bagian Kedua

Syarat - Syarat Khusus

Pasal 5

Pedoman bantuan selain memenuhi syarat-syarat umurn sebagai dimaksud dalam
Pasal 4 juga harus memenuhi syarat - syarat khusus, sebagaimana diatur dalam
pasal - pasal bedkut.

Pasal 6

(1) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a

dilengkapi dengan persyaratan khusus sebagai berikut :

(a) Penduduk daerah yang orang tuanya tidak mampu.
(b) Mempunyai prestasi akademik namun karena ketidakmampuan keuangan

orang tuanya sehinSSa tidak dapat melanjutkan pendidikan pada pendidikan
dasar, pendidikan menengah dan / atau perguruan tinggi.

(c) Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b baik dalam negeri maupun luar
negeri.

(2) Syaiat - syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :

a. Keterangan tidak mampu dari lurah dan/atau desa setemPat dengan
mencantunkan nomor urut dari daftar keluarga tidak mampu kecamatan.

b. Keterangan berprestasi dari sekolah dan/ atau perguruan tinggi.

Pasal 7

(1) Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huntf b
diberikan kepada masyarakat dengan syarat sementala dirawat dirumah sakit
dan/atau Puskesmas dan/atau dalam perawatan jalan.

(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan keterangan dad
rumah sakit dan/atau Puskesmas dimana pemohon dirawat.

Pasal 8

Bantuan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (3) huruf c

diberikan kepada tempat Ibadah :

a. Mesjid lbukota Kabupaten;
b. Mesjid Ibukota Kecamatan;
c. Mesjid di Kelurahan / Desai
d. Gereja Ibukota Kabupaten;
e. Gereja lbukota Kecamatan;
f. Gereja di Kelurahan / Desa.

Dengan syarat khusus melampirkan gambar dan penjelasan kondisi tempat
Ibadah yang dimohonkan bantuan.

Pasal 9

Bantuan kepada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan/atau orang yang memPunyai
pengabdian kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(3) huruf d dengan syarat khusus pemohon bantuan melampirkan Identitasnya.



0)

(2)

0)

(2)

Pasal 10

Bantuan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu sebagaimarn

dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a hanya diberikan kepada kelompok
anggota masyarakat yang akan berusaha meningkatkan kualitas kehidupan
sosialnya.
Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat kelompok
yang terdid dari sekurang-kurangnya 5 anggota dan sebanyak-banyaknya 10

an88ota.

Pasal 11

Bantuan kepada kelompok anggota masyarakat ekonomi lemah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf b diberikan kepada angSota masyarakat
yang sudah mempunyai kegiatan ekonomi didalam RT/RK.
Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat kelomPok
sekurang-kurangnya 5 (lima) atau 10 (sepuluh) anggota masyarakat yang sudah

mempunyai kegiatan ekonomi.

Pasal 12

Organisasi Partai Politik dibelikan bantuan sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 13

Organisasi Kemasyarakatan dan sejenisnya
maksud dan tujuan penggunaan bantuan.

diberikan bantuan sesuai dengan

Bagian Ketiga

Penelitian dan Evaluasi Bantuan

Pasal 14

(1) Penelitian dan Evaluasi Bantuan Sosial dilakukan oleh Tim Peneliti dan Evaluasi

Bantuan.
(2) Setiap permohonan bantuan yang diajukan oleh Pemohon terlebih dahulu

dilakukan Penelitian dan Evaluasi terhadaP Persyaratan-Persyaratan bantuan

dan besarnya nilai bantuan.
(3) Hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

kepada PPKD dalam bentuk Rekomendasi.



Bagian Keempat

Tata Cara P€mberian Bantuan

Pasal 15

(1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan
Ayat (6) dapat diberikan dengan mengaiukan permohonan secara tertulis kepada
Bupati dan / atau Pejabat yang diberi kewenangan setelah memenuhi syarat-
syarat umum dan syarat-syalat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Pasal5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal S, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13.

(2) Permohonan bantuan setelah mendapat persetujuan dari Bupati dan / atau
peiabat yang diberi kewenangan terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan
penelitian oleh tim evaluasi.

(3) Hasil evaluasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada PPKD untuk diterbitkan surat keputusan PPKD.

Pasal 16

Permintaan bantuan yang telah disetujui PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 Ayat 3 diproses sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Besarnya Bantuan

Paeal 17

Besamya pemberian bantuan oleh Peiabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ditetapkan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas PKD Kab. Maros
b. Sekretaris Daerah
c. Wakil Bupati
d. Bupati

Maksimal Rp. 2.000.00Q-.
Maksimal Rp. 3.000.00Q-.
Maksimal Rp. 5.000.00Q-.
Besarannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

(1) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf a dan
Pasal 6 dapat diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 .

(2) Besarnya bantuan pendidikan untuk :

a. Pendidikan menengah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
b. D III danStrata I Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
c. Strata II Rp. 3.500.00O- (Tigajuta Lima Ratus Ribu Rupiah)
d. Shata III Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara perorangan
sesuai kemampuan keuangan daerah.



Pasal 19

(1) Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b
diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Besarnya bantuan kesehatan untuk :

a. Rawat Jalan
b. Rawat Nginap
c. Operasi

Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara perorangan.

Pasal 20

(1) Bantuan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c

diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(2) Besamya bantuan keagamaan untuk :

a. Mesjid lbukota Kabupaten Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
b. Mesjid lbukota Kecamatan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
c. Mesjid di Kelurahan/Desa Rp. 3.000.000,- (TigaJuta Rupiah)
d, Gereja Ibukota Kabupaten Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
e. Gereja Ibukota Kecamatan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
f. cereja di Kelurahan,/Desa Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretaliat Daelah Kabupaten Maros.

Pa6al 21

(1) Bantuan kepada Pensiunan PNS/orang yang
pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Bantuan kepada Pensiunan PNs/orang yang mempunyai pengabdian kepada
pemedntah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai

golongannya yang terakhir.
a. Golongan IV Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
b. Golongan III Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
c. Golonganll Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
d. Golonganl Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
e. Orang yang telah mengabdi kepada daerah Rp. 6.000.000,- (Enam Juta

Rupiah).
(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara perolangan.

Pasal22

Bantuan kepada kelompok masyarakat kurang marnpu sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (4) huruf a diproses sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

Besarnya bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan
diberikan secara kelompok.

Pasal 23

Bantuan kepada Kelompok Masyarakat Ekonomi Lemah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 Ayat (4) huruf b diproses sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

Besarnya bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan
dibedkan secara kelompok.

mempunyai pengabdian kepada
Pasal 2 Ayat (3) huruf d diproses

(1)

(2)

(1)

(21



Pasal 24

(1) Bantuan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5)

disesuaikan dengan Peraturan Pelundang-undangan yang berlaku.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ketua Partai

Politik dan tidak diberikan kepada perorangan.

Pasal 25

Bantuan kepada Organisasi Kernasyarakatan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 Ayat (6) diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 26

(1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal '16, Pasal 77, Pasal 18, Pasal 19,

Pasal 20, Pasal 2'1, Pasal 22 dan Pasal 23 diberikan secara selektit tidak terus
menerus dan/atau tidak mengikat.

(2) Bantuan diberikan secara selektif tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan
bahwa pemberian bantuan tidak wajib dan tidak terus menerus setiap tahun
anggaran.

(3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah dan diberikan secara Lumpsum.

BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal27

(1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Aayat (3), Ayat (4),

Ayat (5) dan Ayat (6) berkewaiiban untuk menyampaikan laporan
pertanggungawaban penggunaan dana bantuan kepada PPKD.

(2) Laporan peltanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diverifikasi
dan di inventarisir oleh PPKD.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor : 05/l/2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawan Bantuan Sosial kepada
Masyarakat Daerah Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB V

KE'TENTUAN PENUTUP

Pasal29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatatmya dalam Berita Daerah KabuPaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, U Jttae& toal

r,|F

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 2o JanuaiZOTT
SEKRETARIS DAERAH,

'Y\r
-\BAHARUDDIN
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BERITA DAERAH KAB. MARO6 TAHUN 2011 NOMOR
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